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ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014, telah diatur 

mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Dengan berlakunya 

ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 

Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka 

Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan penyempurnaan dengan 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 

2015. 

 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 

2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 

2015; PP No. 44 Tahun 1993; Permendagri No. 101 Tahun 2014, Perda No. 6 

Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2010; Perda No. 12 

Tahun 2014. 

 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, dasar 

pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor, serta ketentuan peralihan mengenai tata cara permohonan 

penetapan dan penghitungan NJKB terhadap jenis, merek, tipe dan tahun 



pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan dan/atau belum 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.  

   

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 

September 2015. 

 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 

136 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 - Lampiran: 14 hlm. 

 


